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NOMOR PER- 030/A/JA/12/2015
TENTANG

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
b.
o
R Mengingat S P
2

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan
Republik Indonesia, diperlukan pembagian tingkatan
satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, baik
di tingkat pusat maupun daerah dengan membentuk
atau meningkatkan status satuan kerja Kejaksaan
guna memberikan peldyanan prima  kepada
masyarakat, keserasian dengan pemerintah daerah
dan sistem peradilan pidana terpadu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Jaksa Agung tentang Pengembangan Organisasi

Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia;
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| Menetapkan

i Pératuran -Jaksa - Agung Nomor ~:  Per-
009/ A/ JA/01/ 201 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja

_KcJaksaan Republik Indones1a sebagaumana telah

d1ubah dengan Peraturan’ Jaksa Agung Republlk
Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 (Berita
Negara RI tahun 2014 Nomor 453);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN.

- BABI
KETENTUAN UMUM

-iDasal 1

— Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. 'Kejaksaan adalah lembaga pemenntahan yang

melaksanakan kekuasaan_ I_\Iegara di bidang

penuntutan serta kewgnaﬁgan lain berdasarkan
ndang-Undang | |

Ke]aksan Agung yang selanjutnya d1smgkat Kejagung

adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota

Negara dengan daerah hukum rn_ehpuu wilayah Negara

1Kesatuan Repubhk Indonesia.

Kejaksaan nggl yang selanjutnya dlsmgkat Kejau.

~adalah Kejaksaan. ye_lng berkedudukan "di Ibu Kota .

Provinsi dengah daerah hukum meliputi wilayah

Provinsi yang bersangkutan

Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kejan

adalah Kejaksaan 'yang berkedudukan di Ibu Kota
Kabupaten atau Kota dan daer'a;h hukumnya meliputi
wilayah Kabupaten atau Kota.

Cabang Kejaksaan Negerl yang selanjutnya d1smgkat
Cabjari adalah Kejaksaan dalam daerah hukum
Kejaksaan Ncgerl yang -dibentuk. karena wilayah
hukum Kejaksaan Negen yang luas kondisi geografis,

_ demograﬁs dan intensitas layanan tugas yang t1ngg1
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‘Pengembang'an' omrganisasi‘_ adalah - suatu upaya

ni’embentuk satuan kerja atau unit kérja- baru dan
meningkatkan status Cabjari menjadi Kejari
berdasarkan kebutuhan dan kepen‘ungan organisasi
sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
Satuan kerja adalah Jaksa' Agung Muda Bidang, -
Badan DIKLAT, .Pusat di Kejagung, Kejati, Kejari dan
Cabjari.

Unit kerja adalah struktur organisasi dibawah satuan
kerja. |

Rapat pimpinan -adalah rapat yang dipimpin oleh

Jaksa Agung yang diikuti oleh Wakil Jaksa Agung dan

para Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan DIKLAT.

.Naskah akadennk adalah naskah hasil penelitian atau-

"pengkaﬂan hukum dan hasﬂ penelitian lainnya

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat -
dipertanggungjaivabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersébut dalam suatu usulan
pernbentukah unit kerja di Kéjaksaan Agung sebagai
solusi terhadép_ permasalahan dan kebutuhan

organisasi.

BABII
RUANG LINGKUP

- Pasal 2

Ruang llngkup peraturan ini mel1put1

a.

kriteria, syarat dari tata cara pembentukan Pusat dan
Unit Kerja di Kg_]agung, Kejati, Kejari, Cabjari serta -
peningkatan status Cabjari menjadi Kejari ; dan

pedoman penamaan satuén_ kerja dan wunit kerja

Kejaksaan.

BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini:
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sebagai pedoman .dalam . melakukan pengkajian,
penilaian dan studi kelayakan pengembangan
organisasi KeJaksaan a

terwijudnya ketertlban dan keteraturan dalam
pengembangan organisasi Kejaksaan; dan

terpenuhinya knterla dan persyaratan yang dlperlukan

dalam pengembangan organisasi Kejaksaan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a.

legalitas, yaitu pengembangan organisasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

transparan, yaitu proses perencanaan, pengembangan

.orgamsam dilaksanakan secara terbuka dengan

mempertmbangkan saran masukan dan pendapat dari
internal dan eksternal Kc;aksaan

proporsmnaL yaitu pengembangan ‘ or-ganisési
berdasarkan pemenuhan kebutuhan tugas, fungsi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Kejaksaan dan keserasian dengan pemerintah daerah.
efektivitas, yaitu pengembangan organisasi didasarkan
atas pertimbangan yang tepat dan objektif dengan
mengedepankan kepentingan kelancaran pelaksanaan

tugas dan pencapaian tujuan;

. bermaﬁfaat, yaitu - | pelaksanaan  pengembangan

organisasi dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi Kejaksaan, pemerintah maupurn
rriésyéral.{at;-dan o '
akuntabel, yaitu hasil pengkajian; penilaian, dan studi

kelayakan rencana pengembangan orgahisasi dapat

dipertanggungj a\#ablgan.
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"BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu

P_’em’;_acntukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung

~ Pasal 5
Kr1ter1a pembentukan Pusat dan Unit Kerja d1 '
Kejagung, meliputi :

‘a.  perintah dari’ Peraturan Perundang-Undangan

‘-iatau telah termuat dalam -Peraturan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;

~"b. kebutuhan - .organisasi Kejaksaan dalam

menghadapi dinamika penegakan hukum secara
lebih luas ; dan
c. beban kerja yang tidak- selmbang d1antara unit

kerja yang telah ada.

Persyaratan pémbentukan Pusat  dan Unit Kerja di

Kejagung, meliputi:

a. - -terpenuhiﬁya kriteria yang telah ditetapkan;

b. adanya perintah ‘dari Jaksa Agung atau usulan -

. tentang. pembentukan Pusat dan Unit Kerja di
Kejagung dari Jaksa Agung Muda/Kepala Badan;

dan

¢.  adanya naskah akadernis dari pemrakarsa;

Pasal 6

Pembentukan Pusat dan Unit Kerja di Kejagung dapat’
berasal -dari perintah Jaksa Agung kepada bidang
terkait maupun adanya usulan ‘dari Jaksa Agung
Muda/ Kepala Badan. '

Usulan pembentukan Pﬁéat dan Unit Kerja di
Kejagung yang berasal dari Jaksa Agung Muda/Kepala
Badan s_telal;cu- pémrakar_sa wajib  dimintakan

'persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung

dlSCI‘tﬂJ pen_]elasan mengenai usulan pembentukan

Pusat dan Unit Kerja di Kejagung meliputi :
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a. latar belakang;
b. pembahasan ; dan

c. kesimpularn dan saran.

Pasal 7
Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) telah disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung

Mudg Pembinaan memerintahkan Kepala’ Bi_ro Perencanaan

. yang sccéra_ fungsional sebagai pelaksana pengembangan

organisasi dan tata laksana' untuk melakukan kajiah
mengenai dapat atau .ti.daknya dibentuk Pusat atau Unit.
Kerja barn di Kejagung sesuai Peraturan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI serta hasilnya

disampaikan kepada pemrakarsa.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 dapat dibentuk Pusat atau Unit Kerja baru,
maka pemrakarsa menyiapkan naskah akademik dan
rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang tugas,
Wewéhang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
satuan kerja atau unit kerja dimaksud. . |

(2) ‘Dalam rangka’ menyiapkan' naskah akademik dan
rancangan Peraturan Jaksa Agung sebagaimana
dimaksud ayat (1), pemrakarsa dapat membentuk tim
pemrakarsa. '

(3) Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai
dengan teknik - penyusunan naskah akademik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

. . Pasal 9 .
(1) Konéeﬁ rancangan Peraturan Jaksa Agung yang telah
‘dibuat tim pemrakarsa disampaikan kepada Jaksa
Agung  Muda Pembinaan  untuk dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan.
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(1)

Dalam hal konsep rancangan Peraturan Jaksa Agung
telah sélesai dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan, maka disampaikan

kepada Jaksa Agung.

~Pasal 10
Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan guna

‘membahas konsep raﬁcangan Peraturan Jaksa Agung.

Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya
Pembentukan Pusat atau Unit Kerja baru di Kejagung.

Pasal 11 _
Dalam hal pembentukan Pusat.aj:au Unit Kerja telah
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2),- maka  Jaksa Aguﬁg -Muda  Pembinaan

menyampaikan - naskah akademis dan Rancangan

Peraturan Jaksa Agung kepada Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Jaksa Agung menerbitkan Peraturan
Jaksa Agung tentang tugas, wewenang, fungsi,
susunan organisasi-dan tata Kkerja: Pusat atau Unit
Kerja dimak_sud. |

Bagian Kedua
Pefnbgntukan -Kej ati

Pasal 12

Kriteria pembentukan Kejati meliputi :

a. telah tcrbentuk Pemerintahan. Dacrah Provinsi;

b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka
untuk penyetaraan dengan Pemerintahan Daerah
Provinsi; ' _

c. paling sedikit terdapat 4 (empat) Kejari yang telah
ferbentuk; daﬁ | |
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d. telah terbentuk instansi vertikal terkait yakni
Pengadilan Tinggi, Kepolisiém Daerah, Rumah
Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Persyaratan pembentﬁkan Kejati meliputi:

- a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan; -

b. adanya perintéh dari Jaksa Agung atau adanya
usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan
maupuh usulan dari Kejati asal;

c. adanya proposal dari pemrakarsa; dan

d. dilakukan studi kelayakan yang

“merekomendasikan periu dibentuknya Kejati.

_ Pasal 13. B
Kejati  asal selaku  pemrakarsa mengusulkan

‘pembentukan .Kejat.i ke-paﬁa' Jaksa Agung dan

tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda

Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

'Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib

dilampirkan proposal pembentukan Kejati.

Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan propbsal sebagaimana tercantum dalam
la_mpiraﬁ I dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14
Usulan beserta proposal bembeﬁfukan Kejati yang
telah disetujui  Jaksa Agung, dilakukan studi -
kelayakaﬁ oleh tim teknis pembentukan Kejati yaﬁg
dibentuk berdasarkan Keputusan J aksa Agung.

Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri

dari :

Penanggungjawab : Jaksa Agung Muda Pembinaan

Ketua . ¢ Kepala Biro Perencanaan

Seckretaris . Kepala Bagian Organisasi dan
o -Tata Laksana

Anggota . Perwakilan tiap Bidang pada

Kejagung.
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(4)

(5)

(6)

Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :
a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan, Pemerintah
| Dg_erah dén DPRD serta masyarakat setempétt;_

b. mela.kﬁkan pengkaj'ian"danl penilaian beban kerja

‘untuk mencocokkan propo§a1 dengan kondisi riilé
c. kesiapan lahah untuk per'nbanglinan | gedung
kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan éosial,
'yang pengadaannya dapat berasal dari APBN
ataupun hibah dari Pemerintahan Daerah dengan
‘ diatasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI;
d. lkes'iapan-anggaran untuk sarana dan prasarana
antara lain alat perkantoran, alat transportasi,
alat material khusus dan alat komunikasi,
: pembangunan ruang/gedung kantor dan fasilitas
lainnya serta dukungén ‘opefasional sesuai
| standar yang telah ditentukan; dan
e. Kkesiapan pegawai guna menglsl Jabatan yang ada
Studi kelayakan -dilakukan dengan melakukan
permintaan data dan fakta dengan menggunakan
formulir studi kelayakan sebagaimana tercantﬁm
dalam lampiran IV dah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini. '
Daiam hal kesiapan dan dukungan sebagaimana

dimaksud dalam_ ayat (3) hu_ruf c, d, dan e belum

-terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai

kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-

pr1n81p dalam Peraturan ini.

‘T1m teknis melaporkan hasil stud1 kelayakan kepada

J aksa Agung disertai rekomendasi perlu-atau tidaknya
pembentukan Kejati. |

Laporan hasil studi 'kelayakan disusun sesuai dengan
format laporan .ha_sil studi kelayakan sebagaimana
tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
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Pasal 15 |
Jaksa Agung dapat mengadakan rapat pimpinan .guna
membahas hasil rekomendasi dari tim teknis. -
Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya
pembentukan . Kejati setelah memperhatikan hasil

rekomendasi dari tim teknis dan atau hasil rapat

pimpinan.

Pasal 16

Dalam hal pembentukan Kejati telah disetujui

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka -

Jaksa  Agung Mudé; Pembinaan menyusun Rancangan

Keputusan 'Presider_l tentang ‘Pembentukan- Kejati dan

menyiapkan dokumen pendukung berupa resume dari
proposal, hasil studi kelayakan dan persetujuan
pembéntukaﬁ. a _

Jaksa Agung mehgajukan usulan. kepada Presiden
untuk menetapkan Perr-lben;tukanl Kejati dengan

ﬁelarﬁpirkén Rancangan Keputusaﬁ Presiden dan

" dokumen pendﬁk_ung.

] Pasél 17
Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan
Kejati telah ditetapkan, maka Jaksa Agung Muda

Pembinaan. menyusun Rancangan Keputusan Jaksa

Agung tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejati dan
melakukan langkah—lahgkah yvang diperlukan terkait
pelaksanaan  tugas dan fungsi Kejati yang
bersangkutan.

Langkah-langkah -sebagaimana dimaksud ayat (1)
atara lain : - | . . '

a. merencanakén pengisian formasi kepegawaian,

b, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangén

terkait aﬁggaran.'

.c. berkoordinasi ‘dengan Pemerintah Daerah dan

.instansi vertikal setempat.
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Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang
diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung

tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejati.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kejari

.Pasal 18

Kriteria pembentukan Kejari meliputi :

a. telah  terbentuk Pemerintahan  Daerah

Kabupaten/Kota;

b. kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam rangka
i.mtuk penyetaraan dengén Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota ;

¢c. luas wilayah ~dan kondisi geografis yang memadai
untuk dibentuk Kejari; dan

d. telah terbentuk instansi vertikal terkait yakni
Pengadilan Negeri, Kepoiisian Resort, Rumah
Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Persjaratan pémbéntukan Kejari Iﬁcliputi:

a. térpe'nuhinya Kriteria yang telah ditétapkan; 7

b: ‘adanya perintah dari Jak'sa"Agung atau adanya

usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan
maupun usulan dari Kej éti atau Kejari asal;

c. adanya proposai dari pemrakarsa ; dan -

d. dilakukan studi kelayakan yang

merekomendasikan perlu dibentuknya Kejari.

Pasal 19
Kejati atau Kejari asal selaku pemrakarsa secara

berjenjang mengusulkein pembentukan Kejari kepada

‘Jaksa Agung dan tembusannya disampaikan kepada

Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung

Muda Pengawasar.

Usulan sebagaimana dimaksud ayaf (1) wajib

dilampirkan proposal pembentukan Ke’ja.ri.



=

(3)

- (1)

(2)

(3)

12—

Penyusunan .prbposal dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan proposal sebagaimana tercantum dalam
lampiran II dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

Usulan beserta proposal pembentukan Kejari yang

telah disetijui Jaksa Agung, dilakukan -studi

kelayakan oleh tim teknis pembentukan Kejari yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.

Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri

dari : ‘

Penanggungjawab : Jaksa Agung Muda Pembinaén

Ketua o . Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris ': Kepala Bagian Organisasi dan
Tata Laksana "

Anggota -1 Perwakilan Biro terkait.

Tim teknis inelakukan studi kelayakan yang meliputi :

a. audiensi dengan pejabat Kejaksaan,
pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat
setempat;' :

b. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja

untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;

- C 'késiapan lahan untuk pembangunan gedung

kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial
yang pengadaannya dapat ‘berasal dari APBN -
ataupun hi‘bah_ dari Pemerintahan Daerah dengan
~ diatasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RJ;

d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana
antara - lain | alat perkantoran, alat transportasi
‘dan alat komunikasi, pembangunan
ruang/ geduﬁg kantor dan fasilitas laiﬁnya- serta
dukungan opgrasionéd. sesuai standar yapg" telah
ditentukan; dan

e. kesiapan pegawai guné mehgisi jabatan yang ada.

Stuch kelayakan dilakukan dengan melakukan

permintaan data dan fakta dengan menggunakan
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formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum

.dalal_’n lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Dalam hal kesiapan "dan éiukungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf.c, d, dan e belum
‘teArpenuhi, maka usulan dapaf'dipertimbangkan sésuai
kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip dalam peraturan ini.

Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada
Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya
pembentukan Kejari. |
Laporan hasil studi kelayakan disusun sesuai dengan
forniat laporafi hasil studi kelayakan sebagaimana
tercantum dalam lampiran v dan merupakarn baglan

yang tidak terp1sahkan dari peraturan ini.

"Pasal 21

Jaksa Agung dapat mengadakan fapat pimpinan guna

membahas hasil rekomendasi dari tim teknis. .

Jaksa Agung memutuskan menyetujui atau tidaknya
pemb.entukan Kejari setelah -memperhatikan hasil
rekomendasi dari tim teknis dan atau hasil rapat

pimpinan.

Pasal 22 ‘
Dalam " hal pembentukan Kejari telah disetujut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka

Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Rancangan

Keputusan Presiden fentang Pembentukan Kejari dan

menylapkan dokumen pendukung berupa resume dari

'proposal hasil studi kelayakan dan persetujua_n '

pembentukan.

Jaksa Agung mengajukan usulan kepada Presiden
untuk menetapkan Pembentukan Kejari dengan
melampirkan Rancangan Keputusan Presiden dan

dokumen pendu'kung.
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Pasal 23

Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan

Kejari telah. ciitetapkan, inaka Jaksa Agung Muda

Pembinaan menyiai;kan dan mengajukan Rancangan
Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan
Pembentukan Kejaﬁ kepada Menteri yang
bertangguﬁawéb dibidang Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Re_formasi‘Bifoklr.asi untuk dimintaké;n
persetujuan terkait tipologi Kejari yan;gr bersangkutan.

Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Jaksa Agung Muda Pembinaan
melakukan langkah-langkah yang diperlukaﬁ terkait

-pelaksanaanﬂ' tugaé dan fungsi Kejari yang

berséngkutan._ _
Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (2)

‘atara lain :-

a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,

b. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
terkait a'nggaranﬂ.'

c. berkoordinasi' 'dengan Pemerintah Daerah dan
instansi vertikal setempat.

Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang

diperlukan- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

Jaksa Agﬁng menerbitkan Keputusan Jaksa Agung

't-entang Pelaksanaan Pembentukan Kejari.

‘Bagian Keempat

_Pembentukan Cabjari

Pasal 24
Kriteria pembentukan Cabjari sebagai berikut :
a. kebutuhan organisasi Kejaksaan untuk
optimalisasi kinerja Ke'jari_;
b. luasnya wilayah, kondisi geografi dan demografi
' yang. menghambat kinerja Kejari; dan
c. intensitas layanan tugas yang tinggi padg Kejari.

Persyaratan pembentukan Cabjari meliputi :
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a.  terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;

b. adanya perintah dari Jaksa Agung atau adanya
usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan
maupun usulan Idari Kejati atau Kejari;

c. adahya proposal dari pemrakarsa; dan

d. dilakukan - studi ~ kelayakan yang

_merekomcndaSikan perlu dibentuknya Cabjari. '

Pasal 25

Kejati atau Kejari selakli pemrakarsa secara berjenjang

mengusulkan pembentukan "Cabjari kepada Jaksa

Aguﬁg dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa

AAgun‘g Muda Pembinaan- dan Jaksa Agung Muda

Pengawasan.

- Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib

dilampirkan proposal pembentukan Cabjari.
Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan pfqposal sebagaimana tercantum dalam

lampiran II dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini. -

~ Pasal 26

‘Usulan bes_érta proposal pembentukan Cabjari yang

telah disetujui Jaksa Agung, - dilakukan studi

kelayakan oleh tim teknis pembentukan Cabjari. yang

dibentuk berdasarkan Keputusan J aksa Agung.

Susunan tim sebagaimana dlrnaksud ayat (1) terdiri

dari :

Penanggungjawab :. Jaksa Agung Muda Pembinaan

Ketua .1 Kepala Biro Perencanaan

Sekréta‘ris - : Kepala Bagian Organisasi dan
Tafa Laksana |

Angéota _ o Pcfwakilan Biro terkait.

Tlm teknis melakukan studl kelayakan yang meliputi :

a. audiensi “dengan pejabat Kejaksaan,

pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat

setempat;
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b.. melakukan pengkajian dan penilaian beban kerja
untuk mencocokkan proposal dengan kondisi riil;
c. kesiapan lghan untuk pembangunan gedung
kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial
yang pengadaanya dapat berasal dari APBN
.ataupun hibah dari Pemerifiitahan Daerah dengan
diatasnamakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI;
d. kesiapan énggaran untuk sarana dan prasarana
antara lain alat perkantoran, alat transportasi
‘dan -alat komunikasi, pembangunan
ruang/gedung kantor dan fasilitas iainnya serta
dukungan operasional sesuai standar yang telah
ditentukan; dan
e. Kesiapan pegawéi guna mengisi jabatan yang ada.
Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan
permintaan data dan fakta dengan menggunakan
formulir studi kelayakan sebagaimana tercantum
dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
Dalam hal kesiapan dan dukﬁngan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢, d, dan e befum
terpénuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai
kebutuhan dengan tetap meniperhatikan prinsip-
prinsip dalam peraturan ini.
Tim teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada
Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya
pembentukan Cabjari.
Penyusunan laporan hasil studi kelayakan dilakukan
sesuai dehg_an format laporan hasil studi kelayakan
sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan
merupakan bagian yang- tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Pasal 27

Jaksa Agung memutuskan menyétujui atau tidaknya

pembentukan Cabjari. setelah’ memperhatikan hasil

rekomendasi dar tim teknis.
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~ Pasal 28
Dalam hal pembentukan Cabja;'i telah  disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka Jaksa Agung
Muda Pembinaan menyiapkan dan mengajﬁkah Rancangan
Kepumsah Jaksa Agung tentang- Pembentukan Cabjari
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

_ _Reformasi Birokrasi untuk dimintakan persetujuan.

Pasal 29
(1) Setelah mendapat persetujuan sebagaiﬁma dimaksud
Pasal 28, maka Jaksa Agﬁng Muda Pembinaan
melakukan langkah-langkah yang dipe}lukan terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi Cabjari yang
, bersanglmté.ﬁ. R
(2)" Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (2)
atara lain : ' |
a. -merenqariakan pengisian formési kepegawaian,
.b.  berkoordinasi | dengan Kementerian Keuangan
terkait anggaran. ‘
c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daeréth_- dan
 instansi vertikal Setenipét. ’
'(3) Dalam hal telah dilakukan langkah-langkah yang
| diperlukan seba‘ga’imana dimaksud dalam ayat (2),
Jaksa Agung mene‘rbitkan Keputusan Jaksa Agung

tentang Pembentukan Cabjari.

BAB V
PENINGKATAN STATUS CABJARI MENJADI KEJARI \.

_ Pasal 30
(1) Kriteria pcningkatan status Cabjari menjadi Kejari
rheliputi :
‘a. telah  terbentuk - Pemerintahan Dacrah
| Kabupaten/Kota pada wilayah hukurri Cabjari;
b. kebutuhan ’organisasi - Kejaksaan untuk
,_penyetéraan dengan  Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota;
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c -:infénsitas layanan tugas yaﬁg tinggi pada Cabjari;
Juasnya ﬁilayah ‘dan kondisi geografi yang
memadai untuk dilakukan Peningkatan Status
Cabja.ri menjadi Kejari; dan-

e. -telah terbentﬁk instansi vertikal terkait yakni
Pengadilan' Negeri, K;apblisién Resort, Rumah

" Tahanan Negara atau Lembag_é Pemasyarakatan.

Persyaratan penirigkatan status Cabjan’ menjadi Kejari

meliputi : '

a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;

b. ‘adanya perintah dari Jaksa Agung maupun
usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan
- maupun Kejati atau Kejari/ Cabjari;

c. adanya proposal dart pemrakarsa

d. penyerapan anggaran mencapm 90% sclama 2
tahun berturut turut

e. dilakukan - studi — .kelaYakan y‘a.ng

- ‘merekomendasikan  perlu ‘peningkatan  status

Cabjari menjadi Kejari.

Pasal 31
Kejati atau Kejari/Cabjari selaku pemrakarsa
mengusulkan secara berjenjang pembentukan Cabjari
menjadi Kejari kepada Jaksa Agung dan tembusannya
disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan

dan Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Usulan sebagaimana- dimaksud ayat (1) wajib

.dilampirkan" proposal peningkatan status’ Cabjari -

menjadi Kejari.

Penyusunan proposal dilakukan sesuai dengan teknik

' penyusunan proposal sebagalmana tercantum dalam

lampiran III dan merupakan bag1an vang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 32
Usulan beserta proposal peningkatan status Cabjari

menjadi Kejari yang telah disetujui Jaksa Agung,
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dilakukan studi kelayakan oleh tim teknis peningkatan
status Cabjari menjadi Kejari yang dibentuk

berdasarkan Kepufusan Jaksa Agung. -

__'Susun'an tim sébagaimané dimaksud dyat {1) terdiri

_dart :
Penanggungjawab :  Jaksa Aguﬁg Muda Pembinaan
Ketua ‘ - Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris . Kepala Bagian Organisasi dan
' Tata Laksana
"Anggota .+ Perwakilan Biro terkait.

Tim teknis melakukan studi kelayakan yang meliputi :

a. audiensi =~ dengan pejabat Kejaksaan,
pemerintahan Daerah, DPRD serta masyarakat
_setempét; |

b. melakukan pehgkajian dan penilaian beban kerja

o .untuk'rhencocokkan proposal dengan kondisi riil; .

c. kesiapan lahan untuk: pembangunan gedung
kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial
guna -menyesuaikan pengembangannya menjadi
Kantor Kejari; |

d. kesiapan anggaran untuk sarana dan prasarana
antara lain alat pcrkantoraﬁ, alat transportasi
.dan alat’ komunikasi, pembangunan
ruang/gedung kantor dan fasilitas lainnya serta
dukungan operasional sesuai standar yang telah
ditentukan;dan

e. kesiapan pegawai guna mengisi jabatan yang ada.

Studi  kelayakan dilakukan. dengan melakukan

perfnintaan data dan fakta dengan 'menggunakan
formulir studi kelayakan sebagaimana  tercantum

dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Dalam hal kesiapan dan dukungan sebagdimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢, d, dan e belum
terpenuhi, maka usulan dapat dipertimbangkan sesuai
kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip dalam Iperaturén ini.
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Tim teknis melaporkan' hasil studi kelayakan kepada
Jaksa Agung disertai rekomendasi perlu atau tidaknya

" peningkatan status Cabjari menjadi Kejari.

Penylisunan laporan hasil studi kelayakan dilakukan
sesuai dengan format laporan hasil studi kelayakan

s_ebagannana tercantum . dalam lamplran V dan.

“merupakan bégian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Pasal 33
Jaksa Agung-dapat ﬁengadakén rapat pimpinan guna
membahas hasil rekomendasi dari ﬁm teknis.
Jaksa Agung mernutuskan menyetujui atau tldaknya

pemngkatan status CabJan menjadi Kejari setelah

 memperhatikan hasil rekomendasi dari tim teknis dan

atau hasil rapat pimpinan.

Pasal 34
Dalam hal peningkatan status Cabjari menjadi K‘eja_ri'
telah disetujui sebagaimana dimaksud dalain Pasal 33
ayat (2), maka Jaksa Agung‘ Muda Pembinaan

menyusun Rancangan Keputusan Presiden’ tentang

Pembentukan Kéjari dan .menyiapkan dokumen

pendukung berupa resume dari proposal, hasil studi

kelayakan dan 'pefsetujuan pembentukan.

Jaksa Agung mengajukan usulan kepada Pres1den

untuk menetapkan Pembentukan Kejari dengan
melampirkari Rancangan -Keputusan Presiden dan
dbkﬁmeﬁ pendukung. A

Dalam hal Keputusan Presiden tentang Pembentukan
Kejarl telah ditetapkan, maka Jaksa Agung Muda
Pembinaan menylapkan dan mengajukan Ra.ncangan'
Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan -
Pembentukan Ke_]arl kepada . Menteri  yang
bertanggung]awab dlbldang Pendayagunaan Aparatur

'Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dimintakan

persetujuan terkait tipologi Kejari yang bersangkutan.
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Pasal 35
(1) Setelah mendapat persetujuan s;ebagaimana dimaksud
pada Pasal 34 ayat (3), maka Jaksa Agung Muda
Pembinaan  melakukan langkah-langkah ja.ng
diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari
yang bersangkutan.
(2) Langkah-langkah sebagalmana dimaksud ayat (1)
antara lain :-
a. merencanakan pengisian formasi kepegawaian,
b. . berkoordinasi ‘dengan Kémenterian Keuangan
- terkait anggaran‘.-- "
¢. berkoordinasi kdengan Pemerintah Daerah dan
instansi vertikal setempat.
(3) Dalam hal telah dilakukan langkah -langkah yang
diperlukan sebagaumana dimaksud dalam ayat (2),
Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung |

tentang Pelaksanaan Pembentukan Kejari.

BAB VI
PENAMAAN SATUAN KERJA

. Pasal 36

-Penamaanﬂ satuan kerja_ dan unit.. kerja “di Kejaiguhg

disesuaikan dengan tugas dan fuﬁgsi.

' Pasal 37
Penamaan Kejati disesuaikan déngan nama Provinsi yang

bersangkutan.

. A Pasal 38

{1) Penamaan Kejari  disesuaikan dengan nama
Kabupaten/Kota tempat Kejari yang bersangkutan
_berkedudukan. |
Contoh :
Kabupaten Lampuhg Selatan, maka penamaan Kejari

diberi nama Kejari Lampung Selatan.
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(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kabupaten dan
Kota, sedangkan di kedua wilayah Pemerintahan
Daerah dimaksud masing masing terdapat Kejari,
maka penamaan Kejari-didahului dengan Kabupaten
atau Kota.

Contoh :

Kabupaten Bogor .dan Kota Bogor, maka penamaan
Kejari untuk Kabupaten Bogor diberi nama Kejari
‘Kabupaten Bogor, sedangkan untuk Kota Bogor diberi

. nama Kejari Kota Bogor.

Pasal 39 - _
Penamaan Cabjari disesuaikan dengan nama Kejari yang

membawahi Cabjari yang bersangkutan dengan menunjuk

tempat kantor Cabjari berkedudukan.

Contoh :
Kejari Bandar Lampung membawahi Cabjari yang
berkedudukan di Pelabuhan Panjang, maka penamaannya

adalah Cabjari Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

Pasal 40 .

Apabila terdapat ‘peru-bahan nama Provinsi, Kabupaten
atau Kota dan tempat Cabjari berkedudukan, maka
penamaan Kejati, Kejari dan Cabjari perlu diubah dan
disesuaikan dengan nama perubahan tersebut.

Contoh : o

Nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua,
maka nama Kejati Irian Jaya.diubah menjadi- Kejati

Papua.

BARB VII
KETENTUAN PENUTUP

‘Pasal 41
Pengajuan usulan’ pembentukan Pusat dan Unit Kerja di
chagung, _'Kejati, Kejari dan Cabjari serta peningkatan
status Cabjari r_nén_jadi Kejari yang sedang berjalan
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diang.g.ap: tefap berlaku sepanjang telah dilakukaﬁ studi
kelayakan oleh Kejagung. ' '

Pasal 42

Penamaan seluruh’ éétuan kerja Kejaksaan sebelum

berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sepanjang belum
ada perubahan.

Pasal 43
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa
Agung RI Nomor : Kep-058/J.A/10/1979 tanggal 22
Oktober 1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi/Negeri
dan .Bentuk Stempel Kantor Kejati/Kejari dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. | ' ' '

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada télnggal diundangkan.
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Agar - se'_ﬁiap .O‘fang mengetahuir'iyé,- memerintahkan
penguhdéngan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

.penempatanhyé dalam Berita Negara .chublik Indonesia.”

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBL(IL(,INDONESIA, '

" BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN "2016... NOMOR...126..
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LAMPIRAN I
PERATURAN JAKSA AGUNG
. REPUBLIK INDONESIA -
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG '
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

 NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN PUSAT/UNIT KERJA DI KEJAKSAAN AGUNG*

I. PENDAHULUAN-
A L'atar Belakang -
_B Ident1ﬁkas1 Masala.h

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
D. Metode

II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis :
B. Kajian terhadap asas/ prinsip terkait pembentukan Pusat/Unit '
Kerja
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi
D. Kajian terhadap implikasi _penerapan‘Pusat /Unit Kerja

JII. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT
IV. LANDASAN FILO.SOFI—S, SO?IOLOGIS DAN YURIDIS
V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP .
VI. PENUTUP

A. Simpulan

B.. Saran

DAFTAR PUSTAKA
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. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

.......... gassssasnmracstrnsruy

(Jabatan Pemrakarsa)

CATATAN:
*) coret yang tidak perlu

- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

.M. PRASETYO
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LAMPIRAN II

PERATURAN JAKSA AGUNG

) REPUBLIK INDONESIA

- NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

' PROPOSAL PEMBENTUKAN KEJATI/ KEJARI/CABJARI*
A. LATAR BELAKANG
1. Geografis - ]

1.1. Peta'Propinsi /Kabupaten/ Kota / Kecamatan® .........

1.2. Batas Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan™ ..... secara
geografis terletak pada koordinat ...... dan batas wilayah sebagai
berikut: ’

- Utara SR .................
_ Selatan D rereseneann rerereaereanas R
Barat :‘ ........... O e,
) Timur Cl erverreer e ‘

Waktu yang. berlaku di Propinsi/Kabupaten/Kota* yaitu .........

1.3. Provinsi/ I_{abupétten /Kota/ Keéamatan* Ll . 'fefdiri dari:

No. Kabui:uaten/ Kota/Kecdmatan / desa/. - Ibu kota
kelurahan*
D | eerieereerseenneeeneernneerertieraeaeaenrnnssiens | eeeesarecasienines
2. Demografis

............................................................................................................

...............................................................................................................

A e R e e e R R R R L R AR L AL i

B. RUMUSAN MASALAH o
Apakah dengan terbentuknya Propinsi/Kabupaten/Kota™ .......... perlu
dibentuk Kejati/Kejari* ....cocoueu. ? ‘ ' '
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~C. DATA PENDUKUNG : -
1. Lahan yang disiapkan (luas, létal;, asal lahan, nilai per m2, surat
_ kepemehkan) .
. 2. Jumlah penanganan perkara 3 (tiga)) ta_hun terakhir pada wilayah
' hukum yang masuk dalam wilayah hukum Kejati/Kejari/Cabjari yang
akan dibentuk. |

3. Dukungan tertuhs dari Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) setempat. '
. dst. .

D. PEMBAHASAN

..............................................................................................................

................................................................................................................

................................

*) Coret yang tidak perlu .

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
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* LAMPIRAN Iif
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015 .
TENTANG | |
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

PROPOSAL PENINGKATAN STATUS CABJARI MENJADI KEJARI

A. LATAR BELAKANG
1. Geogréﬁs
1.1. Peta Kabupaten/ Kota*
1.2. ‘Batas- batas wﬂayah Kabupaten/ Kota* secara geograﬁs terletak

pada koordmat ........... .....dan batas vwlayah sebagal berikut:
Utara S erereenainens fevenemnans e |
Selatan SR ..........
~ Barat - o eeens e |
Timur . : ...............

‘ Waktu yang berlaku di Pr0pinsi/ Kabupaten/Kota yaitu
1.3 Kabupaten/ Kota terdiri darl
No. | Kabupaten/Kota/ Kecamatan® Ibu kota

............................................................................................................
R R T SCL AL CEE R LR LR R LR bbbk

.............................................................................................................

B. RUMUSAN MASALAH
Apakah Cabjari........ perlu ditingkatkan menjadi Kejari ...ooooveriiinns @
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. C. DATA PENDUKUNG
1. Luas tanah, Juas bangunan gedung kantor Cabjan serta fasilitas lain
(dibangun tahun berapa dan direhab tahun berapa)
. 2. Anggaran dan reahsa81/ prosentase penggunaan anggaran sampal
saat pengajuan usulan. -
3. Jumlah pegawai dan formasi.
4. Kebaradaa.n kendaraan operasional, rumah dinas dan asset BMN
lalnnya . .
5. Penanganan Jumlah perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terdm
dari 2 wilayah yakni Kabupaten/ Kota dimana Kejari induk berada
“dan Kabupaten / Kota dimana Cabjari berada. |
6. Dukungan tertulis dari Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {DPRD) setempat.
T e, dst.

* D. PEMBAHASAN

R T T T T T T R R L R L R LR A LR

................................................................................................................

................................

*) Coret yang tidak perlu

-

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M. PRASETYO
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LAMPIRAN IV
PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-030/A/JA/12/2015
TENTANG '

' PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

FORMULIR STUDI KELAYAKAN
7 (Pembentukan Kejati/Kejari/ Cabjari atau Peningkatan Status Cabjari

menjadi Kejari*)

[DENTITAS RESPONDEN

NAMA SO eerereans
PANGKAT ’ e ereiveinreeneneranras ...................
JABATAN e
KEJATI /KEJARI/ CABJARL : ......... e ete et eaneres

KEJAKSAAN NEGERI TIPE A/B*

A. KEDUDUKAN. KEJARI/CABJARI {Pilingkari sesuai dengan '
kedudukannya) :

‘a. Propinsi D e evremesidsassrnnsaeranrensetes
" b. Kota/Kabupaten : ... ereteeeearersaaanan
" ¢. Kecamatan AT IOPTRPRPPP RIS Y SUPT

B. DATA PENUNJANG _ _
1. Sejauh mana tingkat diperlukannya pembentukan/peningkatan
status tersebut.

J aWaban :

.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Latar belakang/ pertlmbangan pengusulan pembentukan /
peningkatan status.

Jawaban :

.........................................................................................................

PP PP T TP ST L LR R LA S
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Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan / peningkatah '
status. '
Jawaban :

.........................................................................................................

Dasar pembentukan /penmgkatan status Provinsi / Kota/ Kabupaten

Jawaban

Lahan yang disiapkan.

Jawaban : |

a. Luas .
b. Letak e
c. Asal Lahan T reeeeeeens feerrrererenes
d. Nilai per m? § ereerreren et
e. Surat yang dimiliki : ............. R
Lokasi tanah yang disiapkan (Strategls / kurang strategls /tidak
strategis).

Jawaban :

T T e LR I R R AR LR A i

T L e PP R R L R R R S A bbbk

Berapa Km jarak.-antara. satuan Kerja Kejaksaan

Jawaban :

a. dengan Kejati e

b. Lokasi Polda/PoIres: & ovveoviiririianensenenenns

c. Lokasi PI‘/PN PRI

d. Lokasi Lapas D eereenn O

. . Kesiapan Pemda membantu membangun Kantor dan Rumah Dinas

‘Jawaban :

Wujud dukungan masyarakat (Surat ..... No....tanggal.......... )

J awaban :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................
.......................................................................................



10.

11.

12.

13.

14.
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Jumlah Kejari/Cabjari

Jawaban :
Kendala/hambatan/permasalahan yang ada
Jawaban :.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adakah dampak negatif bila tidak dibentuk/ditingkatkan status

satuan kerja Kejaksaan

) Jawéban :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................

Alternatif lainnya bila tidak dibentuk/ditingkatkan status satuan
kerja
Jawaban :

............................................................................................................

...........................................................................................................

C. PENANGANAN PERKARA _
a. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

1. Tindak Pidana Korupsi

. Tahun
No Kegiatan
20 .. 20 .. 20 ..

1. Pehyelidikan rees Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
Penyidikan ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
Peneriméan SPDP:

a: Penyidik _

Kej.aksaan ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
b. Penyidik- |

Kepolisian | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
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: Penerifnél_aﬁ Berkas Tahap I dari :
[ Penyidik | |
Kejaksaan ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
b. Penyidik | -
| Kepolisian =~ | ...... Pérkara ...... Perkara | ...... Perkara
5. | Berkas Perkara Yang dinyatakan belum lengkap. (P18 / P19)
| a. Penyidik
Kejaksaan | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
b. Penyidik _ -
Kepolisin | Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
6. | Berkas Perkara Yang dinyatakan lengkap (P21)
a. Penyidik |
Kejaksaan ... Perkara | ....... Perkara | ...... Perkara
| b. Penyidik 7
o Kepdlisi‘ap ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
7. | Perkara yang Dihentikan Pe‘r—iyidikap. -
a. Penyidik T
- Kejaksaan | ...... Perkara | ..... - Perkara | ...... Perkara
b. Penyidik
Kepolisian . | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
8. | Perkara yang Dihentikan Penuntutan |
a. Penyidik
Kej aks‘aah i Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
b. Penyidik
- Kepolisian Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
9.. Perkara yang Dilirﬁpahkan Ke Pengadilan T
a. Peny‘idik. '
- Kejaksaan e Perkara | ...... Perkara “...... Perkara
b. Penyidik
Kepolisian | ...... Pérkara ...... Perkara | ...... Perkara
10.| Putusan Hakim | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
11.| Banding ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
12.] Kasasi T Perkara ...... Perkara | ...... Perkara
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13.| Peninjauan _ . :
Kembali | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
14.|Grasti  ~ | ... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
15 Eksekust - | ... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
2. Tindak Pidana Khusus Lainnya
) Tahun
No Kegiatan
20 .. 20 .. 20 ..
1. | Penerimaan '
SpDP: | .. Perkara { ...... Perkara | ...... Perkara
2. | Penerimaan
Berkas Tahap I _
dari : R Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
3. | Berkas Perkara
Yang dinyatakan
belum lengkap
(P18 /]?19) ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
4. | Berkas Perkara
Yang dinyatakan
lengkap (P21) | Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
5. | Perkara yang ' '
Dihentikan
Penyidikan | Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
6. | Perkara yang
Dihentikan
Penuntutan | Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
7. | Perkara yang '
| | Dilimpahkan Ke
Péngadilan® | Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
8. | Putusan Hakim | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
9. |Banding = |..... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
1.10.|Kasasi - | .o Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
11.| Peninjauan -
Kembali - ... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
12.|Grasi | . Perkara | ...... Perkara |...... Perkara
13.| Eksekusi v..... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
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3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No Jenis : Tabun
_ s 20 .. 20 .. 20
1. | Tindak Pidana _ '
| Kdrupsi : | Rp. ....... Rp. ..... . Rp. ...
2. | Tindak Pidana | =
Khusus Lainnya RP e Rp e Rp-
b. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
1. f’erkara Dengan Acara Pémeriksaan Biasa dan Singkat
' | Tahun
No Kegiatan _ - .
- 20 .. 20 .. - 20..
1. | Penerimaan | .
SPDP: | ... Perkara | ...... Pérkara ...... Perkara
‘2. Penerimaan | 7
Berkas Tahap [
dari: weres Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
3. Bérkas Perkéra
Yang dinyatakan
belum lengkap
(P18 / P19). ....... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
4. |Berkas Perkara | ‘
Yang dinyaisken |
lengkap (P21)  |...... Perkara Perkara | ...... Perkara
5. | Perkara yang
Dihentikan
Penyidikan =~ | ... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
6. | Perkara yang
Dihentikan _
Penuntutan -eee.. Perkara | ... Perkara | ...... Perkara
7. | Perkara yang -
Dilimpahkan Ke |
Pengadilan" s . Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
Putusan Hakim | ...... Perkara | ...... Pe_fkara ....... Perkara
| T, Perkara Perkara | ......

Banding
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10.|Kasasi  |..... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
11.| Peninjauan _
wembali |7 Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
12.|Grasi =~ |...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
13.| Eksekusi | ...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
2. Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Cepat
No| . domis w Telion
- 20 .. 20 .. 20
1. |Tindak Pidana |
Ringan  j...... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
2. Pelanggarah Lalu
Lintas  |.... Perkara | ...... Perkara | ...... Perkara
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
No Jerﬁé Tahun
- 20 .. 20 .. 20 ..
1. | Tindak Pidana
| Umum (Acara
Biasa dan Rp. e RD. woocors | RP: s
Singkalt) , . '
2. | Tindak Pidana _
Ringan Rp. ....... e Rp. cicevvvnnis Rp- «ovvvennnenn
3. | Pelanggaran Lalu - | .
Lintas Rp. cceiviennea Rp. ............ Rp. cceerenernn.
c. PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Perkara Perdata '
| Tahun
No Kegiatan / Pihak o o 50
1. | Penggugat .. Perkara | .... Perkara | ....Perkara
2-. Tergugat .... Perkara | .... Perkara | ....Perkara
3. | Mediator .. Perkara | .... Perkara | ....Perkara
4, | Negosiator | ... Perkara | .... Perkara | ....Perkara
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Penegakan Hukum/

Pertimbangan

Hukum/ Bantuan

- | .... Perkara | .... Perkara | ....Perkara
. Hukum/ Pelayanan '
Hukum/Tindakan
Hukum Lain’
2. Perkara Tata Usaha Negara _
I _ Tahun
‘No | Kegiatan / Pihak '
20 .. 20 20 ..
Penggugat ... Perkara | ..... Perkara | .... Perkara
2. | Tergugat ... Perkara Perkara | .... Perkara
3. Penyelafnatan Kéuangan Negara "
, ' » Tahun
No| Kegiatan'/ Pihak :
; : 20 .. 20 .. 20 ..
Penggugat .. Perkara .... Perkara | .... Perkara
2.- | Tergugat .. Perkara | .... Perkara | .... Perkara
D. PENGAMANAN HUKUM
1. Kegiatan Fungsi Intelijen
| Tahun
No| ZKegiatan / Pihak
- 20, 20 .. 20 ..
Penyelidikan | ....... kali =~ |....... kali - |....... kali
2. | Pengamanan | ....... kali | ....... kali |....... kali
Penggalangan | ... kali - | ... kali | oo kali
2. Kegiatan Penyuluhan Hukum / Penerangan Hukum
. ' o B Tahun
No| Kegiatan / Pihak
20 .. 20 .. 20
1. | Penyuiuhan _
Hukum | ... kali | kali | ....... kali
2. | Penerangan _
Hukum e kali = | ....... kali | kali
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3. Kegiatan Bakorpakem - .

- {No|  Kegiatan / Pihak Tehun
. - » 20 . 20 .. 20 ..
; . - 1 1. | Rapat Bakorpakem v kall o | kali | ....... kali
2. Kegiatan lain dalam
hubungannya  dengan
Bakorpakem:
1) e kali |....... kali | ....... kali_
5 SRRl IO kali | ... kali | ....... cali
4. Kegiatan Forkopimda _
No Kegiatan / Pihak Tahun
- A | 20 - 20 20
1. |Rapat Forkopimda | ... kali | .oon kali | ... kali
2. | Kegiatan * lain  dalam
| - -hubungannya dengan | .
. ‘kemu.sp.idaan :
| PR [P kali |....... kali |....... kali
D)oo | s kel | ... kali | ....... kali
5. Kejadian / Masalah SARA
No Kegiatan / Pihak _ Tabun _
20 . 20 .. 20
Rapat SARA [ kali | oo kali | oo kali
2. | Kegiatan  lain dalam
| hubungannya dengan |
SARA: :
L | kali |....... kali |....... kali
) RSO SUUUPRO RPN ISP kali |....... kali |....... kali




6. Berapa kegiatan Kominda dalam setiap tahﬁn
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.| No 'K.egiatan / Pihak Tahun

. c 20 20 .. 20
Rapat Kominda | ...... kali |....... kali | ....... kali

2. | Kegiatan lain dalam

| hubungannya dengan
Kominda :
L) | e kali |....... kali |....... kali
D)oo | o kali | ... kali | ....... kali

7. Kegiatan Lain Antar Instansi Pernérintah/ Orpol/Ormas

L X Tahun
No| Kegiatan / Pihak i
- 20 .. 20 .. 20 ..
| G RPN ISP kali  |....... kali | ....... kali
2 PN (RS kali = |....... kali |....... kali
E. DATA PENUNJANG
1. Data Kepegawaian
Jumlah
No Pegawai
Thn. 20 Thn. 20
1. |Jaksa . 1 Orang | ....... Orang
2. |TataUsaha - |..... Oraﬁg ....... Orang
2. Anggaran/Pembiayaan
| Tahun
No Anggaran
. . 20 20
Anggaran Rutin _ 4o JOPUTRUUIUR PR 134« J,
| 2. | Anggaran Pembangunan RDuereveeneeaeanns RPeeeeeevririeninns
3. .| Realisasi Anggaran " [ .ceeeieneennnes S Y O %
3. Sarana/Prasarana
No Sarana/Prasarana Luas
1. |Luas Lahan Kejari/ Cabjari | .o M2
(2. [Tuas Bangunan/ Gedung | e M2
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Kendaraan Operasional ceerrererrerniaesaernaeaans

‘Rumah Dinas : St

F. KEKHUSUSAN DAERAH

1. | Luas wilayah Hukum Cabjari / Kejan/ Kejati | cooeerirenieraneennn. Km?.
2. | Jumlah P-endudu__k - el UOURTI Orang
3.' Jumlah Kecamatan e .
4 |Jumlah APBD ' Rpo '
5. | Terbentuknya Instasi Verﬁkal: _ . _
a. Polres / Polda Tahurn .....coeeeeeeeeenne
b. 'Pengadﬂan Negen " Tahun ..o |
c. Lernbaga Pemasyarakatan / Rumah ' Tahun .....cc.ee....
Tahanan ' |
d. Komando Distrik Militer _ . TahUrl cocveeeneeenennnnsns
6. | Adanya obyek vital {minyak, gas bumi, dll) Tahun ..ooceevveeeeeennn
Kemudahan akses darat, laut, udara =~ |
8. | Kekhususan Lainnya : |
o i i
B I PPPPPPTPPRSTPIIPPRPPE
Tim Teknis | .(Jabatan Pemrakarsa)’
(UL, SN ) (ORI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M, PRASETYO
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'LAMPIRAN V |

PERATURAN JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA -

NOMOR PER-030/A/JA/12/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEJAKSAAN

LAPORAN HASIL STUD] KELAYAKAN

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

..........................................................................................................

..........................................................................................................

II. LANDASAN HUKUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- III. DATA DAN FAKTA-

" 1. Faktor Kekuatan (Peraturan Perundang-undangan, Kepegawaian dan
' An'ggérml, Sarana dan Prasarana, Dukungan Kemuspidaan)

Y T e e R R AR R R AR

..........................................................................................................

3. Faktor Peluang
a. Aspek'kclembagaah

....................................................................................................
....................................................................................................

[ T L PPN P E R R R R L R SN R PR R AL E AR E EEE A il



-

'
A
L I

. ‘i

© .43 -

Demikian untuk menjadi baban pertimbangan.

CATATAN:

*) coret yang tidak perlu

Tim Teknis

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

4

H.M. PRASETYO



